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Menimbajig : a. buluva claiaiii rangka pnnbinuao, pungavvasnn dan pengendulian sertu upaya
iiK- lindimgi kepenlingnii ummn dan kelertiban urnum maka lerhadap kegialan
usalm penggiliisanti juuli . huller. penvosohnn berns dan alal mesin perlaniaii
pen'll dialxij- pvTh'usiiimya;

l* . baliwa uiihil: maksud sebrguimunn Imnrf * » rli nfns perlu ditetnpknn dengan
Peraiurfyi Dnontii.

Mengingat : 1 . Undang- imdang Nomor 8 Talia11 19S 1 lonicing lilukum Acura Pidana
(Lembaruu Negur.i Talum 1981 Nomor ‘76. Tauibah-ui Lembor.tn Negara
Nomor 3209 ):

2. UiKlaug - ii'iclana Mvinor If Taluin 1997 tentang Pajak Dvierah dan Relribusi
Dueruli, ocbuguiur.mu telah diubah deiiHun Undang-uudimo. Nomor 34 Taluin
2000 iciKang Perubalr.in Atas (Jiulong- undnng Nomor 18 Taluin 1997 tentang
Pajak Daerah dan Relribusi Dacrah (Lembaran Negara Taluin 2000 Nomor
246, Tambahan Lcrnbariui NegaraNomor 4048);

j . 111idttiig-niid.u1g Nomor 2'3 Taluin 1997 tenlang Pengelolaan Lingkurigun
Jiidup (Lenibaran N .*gai*& Tnhim 1.997 Nomor 68. Tambalnui Lemboran "Negara
Nomor '3699 );.

•I . Undang-undang Nomor 12 Taliun 19.98 tentang Pembcntukan Kabupaten .

Dnerali Tingkat 'll Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat Q Mandailing
±NCIRAI (Leuibarau Neguni Talum '1998 Nomor 188 , Tnrnbahan Lembaran
Negara Nomor 3794 );

5. Undang-undaag Nomor 22 Taliun 1999 tontang Pemerintahnn Daerali
(Lembaran Negara Talum 1999 Nomor 60 );

6. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tchuii 2000 lentang Kevvenangnn Pemerintali
dan Kewenunguu Prupiusi sebagai Daerali Olonom ( Lembaran Negara Taliun
2000 Noinoi 54 , Tauibahan Lombaran NegaraNomor ‘3952 );

7 . Peraturan Pomennluh Mornor 66 Taliun 2001 tentang Retribusi Daerah:

8. Keputusan Pres idea 'Nomor 4,4 Taluin 1999 lentang Teknik Penyusunaii
Peraturan P.?ri:n-.l •mg - 11udangnu dan Deriluk llaiicangan IJndang.-undung,

Rnneangan Peralunui Pemeriulnli clan Rrmcangan KepuMisan Presiden;

9. Peraturan Daerali Kabupaten Toba Samosir Nomor 36 Tahuu 1999 lentang
Relribusi i::in Gmu.guan.
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Denijau penctujuan

DKVV'AN PE .RVVAK1LAN RAKYAT DAERAIi
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MKMUTUSKAN
Menetapkan : PERATI!11AN DAERAH KADUPATEN TODA SAMOSIR TENTANG 1ZINUSA1IA PENGGTLINGAN PAD.I, HULLER, PENYOSOHAN BERAS DAN

ALAI MESIN PKHTANIAN.

DAD I

KETENTUAN UMUM

Pastil 1

Dalani Peratuvan Daerali ini, yang dimaksud dengan :
a. Daerali adalali Kabupaten Toba Smnosir;
b. Pemenntah Kabupaten adalah Pemerinfah Kabupaten Toba Sarnosir;
e. Bupati adtdah Bupati Toba Sarnosir;
d. Dcuvan Perwukilan RaJcyat Daerali yang selanjutnya disebut DPRD adalahDewnn Peru'iikilan Rakval Daerali Kabupaten Toba Sarnosir;
e. Dinas Penaimui adalali Dinas Pertanian Kabupaten Toba Sarnosir;

Sural lain Osaka adalali pernyataan tortu!is dari Pejabat yang berwewenangyang memberikan link uutuk melnkukan kegintan usnlia;
n. Penggilimrau Pad; adalah setiaj) kegiatan usaha yang digerakkan dengan tenaga

motor penggerak dan ditujukan sertu digunakan untuk mengo1ah padi, gabalimenjadi beras sosoh;
h. Huller adalali setiap perasahaan yang digeraklcan dengan tenaga motorpenggerak dan d'tujukan sena digunakan untuk meugolah padi/gabah beras

pecaii kulit;
i . Penyosohaii Beras adalali setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga

penggerak motor yang dilujukan untuk mengolaii beras peeali kulit menjadibet as sosoh alau mengolaii beras sosoli menjadi yang lebih baik;
j. Alat Meein Pertanian yang selanjutnya disebut (Alsintan) adalali sennia jenisalat yang digerakkan dengan mesin penggerak yang digunakan dalani proses;pioduksi dan prosesing hasil -hasil pertanian;
k. Surat Ketetapan Retribusi Daerali yang selanjutnya disingkat SKRD adalali

Sural ketetapan Retribusi yang menentukan besaniya pokok Retribusi;
l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara. Jabatan yang selanjutnya disebu|

SKRD secara. jabatan adalah penetapan Retribusi Daerali berdasarkan kuasadan weweuang yang melekal pada Jabatari apabila Pejabat yang bersangkutaumenganggap SPTRD tidale vvajar dan/atau tidal: benar sesuai dengan kenyataanyang ada;
in. Sural Tagilian Retribusi Daerali yang selanjutnya disingkat STRD adalaliSurat untuk molakuknn tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif benipa

bunga atau denda;
n. Surat Peinberitnliuaii Tagihan Retribusi Daerali yang selanjutnya disingkat

SPTRD adalali sural yiuig digunakan oleli Wajib Retribusi untuk melaporkaii
perhitungan clan pembayaran Retribusi terhutang menurut aturan perundang-
undangan yang berlaku;

o. Surai Ketetapan Retribusi Daerali Lebih Bayar yang dupat disingkat SKRDLB
adalali Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlalt kelebilian
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bestir daripada
Retribusi yang terhutang atau tidak sehansnya terhutang;

r.
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p. Surat Perintali Miuqbayar Kelebihun R„lribiii;i yang dining!.at dengan SPMKR
adalah Surat perintrdi yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk
mengembalikau kclelnliari Reiribusi kepada wajib Retrilnisi atari permohonan
yang bersaugkuinu;

q. Retribusi adalaJi sejunilah Uang yang harus dibayar kopada Penierintah Daerah
oleli setiap ornng alau badan yang mendapat. Izin Usaha Penggilingan Padi,
PenyosohanBoras dun Alai MesinPeriuiiian; \
Peuyidikan Tiudak Pickuia Ji kicking Retribusi adalab serangkaiau tiudakun
yang dilajiiilaii > I > h IP -ga.vai Hogeri Sipil, untuk nieneari sorta menguinpulkan
bukti yang deuuau bukti itu niembuul jelas tiudnk pidana di bidnng Relribusi
yang terjndi serin uioncinukun lersangku.

r.

DAD II

MAMA STJBJEK, ORJEK, DAM
Ol.ONU AN UTiTKlinJSIi

Pa sal 2

Dengan nama lYtribusi 'in Usaha Penggilingan Padi, Huller. Penyosohan Beras
dan Alai Mesin Pertaniau dipungul relvibusi alas pelayanaa untuk vnendapatkan
Izin Usaha ters?but.

Pa ,sal 3

Sul jek retrubosi udalali onuig atau biwlan usaha yang mendapnlhm dan atari
memperoleh Iziu Osaka Penggilingan Pndi, Huller, Penyosohan Bents dmi Alat
Mesin Pertariian.

Basal 4

Objek ielribusi udalali pelayanan pemberian lzin Usaha Penggilingan Padi, Huller,
Penyosohan Boras Jan Aim Mesin Penaman oleh Pemerintali Kabupaten kepadn
uranu pritiadi aiau badau usuim.

Pasal 5

Relribusi Izin Usalm Poiiggilingan Padi , Huller, Peuyosoluui Berau dim Alat Mesin
Penauian tormasuk v.olomuri relribuni perizinau Ic-rienlu yang mvrupakan kegiatan
Peinc-rintah Kabupaten untuk melakukan pembinuan, pengawusan dan
peugendalian aorta upaya niclindurigi kepentingnn uimnn dan keterliban ummn
norta mcmbcrdavakan ekonoini inawynrnknt pelarii. .

BAB HI

KETENTHAN PE RIZINAN

Pasat 6

(1)Seliap orang, kelumpok tani, koperasi alau badan usaha ynng rnelvikukan
kegiatan usaha peiiggilingua padi, huller, penyosohan boras dan alat mesin
po-rumian luuus ceriebilt datmlu inetniliki izin dari Bupati;

(2) Izin sebagaimanu diinuksnd ayai ( L ) piusal ini terdiri din :
a. Izin Usalia Giliugan Padi, Huller, Penyosohan Beras;
b. Izin Usaha Alat Mesin Pertanian.
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(3 ) Izin usalia sebugaiiiiann diniaksud ayat ( 2 ) huruf apasal tm Killin' alsis

a. Usaha. sknln bestir yang wajib memiliki izin usahu;
b. Usaha skala keoil yang wajib memiliki tanda dollar usaha.

Pasal 7

(1) Untuk meinperoleh izin usalia sebagaimana lersebut pasal 6 aval (2) luu'uf a
Peraturan Daerah ini, liaj'us rnongajukan perinohonan ‘ - terUilis kepada Bupali
dengan inelampirkan :
a. Surat Izin Teniptu Ueaha/Izin Gangguan;
b. Sural Izin Usalia Perdagangan (SIUP); • .
c. Akte Pendiritui Usalia dai'i Notaris; .
d. Oallar Isian/Formulir lsian.

(2 j Pejabat yang dihunjuk uutuk itu wajib nieuiberikan penjelasan-penjelasan
tentang cara mengisi fonnulir pevmohonan serta earn melengkapi perlenykapan
yang diperlukan;

(3) Syaral teknis yang bonis dipenuhi :
a. Peralatan yang digunakan liarus lueudukung upaya inenekan kehilangan

basil, ineniriglcalkiui randemen dan meningkalkan inutu beras giling;
b Untuk lniller menguimkan peralatan pecah kulit yang baik yaitu Rubber

Roll tluskcr uttui pelmolen alau flash type busker utau peralatan lain yang
direkotnendasikun;

e. Untuk penyosohan beras menggunakan rnesin penyosoban secara beilingkat
yaitu lebih dari satu kali penyosoban;

f. Unlulc pengilingan padi minimal mengunakan paket peralatan yang terdiri
dari peralatan pecali kulit yang baik seperti Rubber Roll Huskor utau
Pelmolen atauialsh type busker atau peralatan lain yang direkomendasikan,
separator, mer.iu peuyosoh atau polisher secara beilingkat;

g. Tidak boleb menganggu lingkungan.

Pasal 8

Untuk meperoleb izin usalia sebagaimana tersebut pasal 6 ayat (2) huruf b
Peraturan Daerah ini, barns mengajukan permobonan tertulis kepada Bupali
dengan inelampirkan :
a. Piuln tempal letup :

1) Izin ganguan;
2) Akte Pendin'an Usalia dari Notaris tentang badan bukunr,
3) Sui-at izin gangguan lingkungan;
4) Spesiftlcasi Alsintan yang digunakan/ dioperasikan;
5) Daftar Isian Fonnulir.

b. Padaternpat berpindah-pindah :
1) Akte Pendiriiui Usalia dari Notaris tentang Badan Hukum;
2) Rekomendasi w11ayah kerjapengoperasian dai'i Pejabat yang berwenang;
3) Dollar isian /fonnulir isian;
4). Spesitikasi Alsintan yang digunakan/dioperasikan.

/

It AH F/

MAS A JJ1J RLAKUNY A IZIN

Pasal 9

(1) Izin usaha ciiberikwi untuk jangka vvaktu selama Perusaliaaan masill beroperasi;
(2) Tanda Dallar UsiJia berlaku selama 1 (satu) tabun terbitung mulai tunggal

dikeluarkannyn izin usaha.
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It AD V

i'lUNSIP PEISfli TAPAJS,
’STR UKT UK i) AN

DESAltNYA TAU1V RKT1UUDSI

Pasak 10

Prinsip penetapan tarifrotribusi adalah untuk menutupi biaya udminislrasi, survey
lapangan, pengawaaan lapangan dan pemerikaaan serta biaya pembinaan dan
pengaiuraimya. • ’ •

Basal li

(1) Besaniyu biuya adminisirasi diteiaplcan sebagai berikul :
a. Penerbitan izin Usaha Alsiutan

Alsmian dengan liiesm penggerak berkekual.au
1) 31 sunipru dengan 60 PK
2) lebih boBiir dan 6U PK

b. Penerbitan Tanda Daltar Usaha Gilingan padi
vane, tnemiliki kapaaitas oiling sumpai
dengan 1.300 kg/ jam

e. l’enerbiUm Izin Usaha gilingan padi yang
monnliki kapasitas giling lebih besar
dari 1.500 kg/jani

( 2) Besamya retribusi :
a. Gilingan padi. hulier, peyosohan padi
b. Alar dan niesin penuniau (.peugolah tanah) Rp. 1.000,- /ha
<:. Alat dan niesin pertanian (perontoh, peiuipil,

pengupas, pemotorig/perajang)
d. Alat dan niesin pertanian (pengolah hasil )
e. Abu dvui inesiu Pertanian (pengisnp air ) ... .

.Rp. 60.000,-/Unit;

.Rp. 75.000,-/Unit.

iip.5G.000,-

.Rp.200.000,-
, llp. 10.000,-/ton

.Rp. 1.000,-/ton

.Rp.10.000,-/ton

.Rp. 10,-/m"

DAB VI

PKNCABUTAN IZIN
I
\ Pasal 12

(1) Izin Usaha atau Tanda Daitar Usalia dapal dicabut apabila :
a. Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daltar Usaha dengan sengaja

mernalsukan dam atau dokumeri yang dilampirkan vvaktu mengajukan
perrnohonan l2in Usalia atau Tanda Daftar Usalia;

b. Pemegang Izin Usalia atau Tanda Daftar Usalia tidak melaksanakan
ketentuan yang rercanmm dalam Izin Usaha uiau TandaDailtu’ Izin Usaha;

c Pemegang lziu Usalia aiau Tanda Daltar Usalia nielaksanakan perubahan
lokasi dan perubalran usalia tanpa perselujuan pcmberian Izin Usrdia atau .
Tanda Daftar Usalia; ‘

d Pemegang Izin Usaha atari Tanda Daltar Usalia meltikukan tindakan yang
Uuigsuug dapal ineiiimbulkan gangguan keterliban umum dan me1nuggar
Pernturan Perimdarig-undaiigmi yang borlaku;

e Pemegang Izin Usalia atau Tanda Daftar Usaha tidak memberikan laporan
atau memberikan pelaporan palsu teatarig kegiatan clan perkembangan
usahahya;
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f Pemegang Iain Usaha atau Tancla Dollar Usaha atas kemruiannya sencliri
menyerahkan kembnli kepada pemberi lzin Usaha atau Ttmcla Dnfltir
Usaha.

(2) Pencabutan lzin Usaha atau Tauda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud ayat
(1 ) pasal ini, dilakukan setelah kepada peniegang lzin Usaha alau Tanda Duilar
Usaha diberikan peringatan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga)
beiturut-lurut dengan selang waktu l(satu) .buHui 1 seti.ap peringatan lidale
mengindohkun peringatan tereebut.

BAR VII

TATA CAllA PE MU NGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungul dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 14
(1 ) Berdusurkuii Pengisiau SPTRD diterbilkan SKRD;
(2 ) Dalain haJ SFI'RD tidal; diponuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya,

maka diterbilkan SKRD secara Jabatan;
(3 ) Bentuk dan is; SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan

dengan Kepnluaan Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan basil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula
belum terungkap yang inenyebabkan penambahan junilah Retribusi yang terhutang
maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 16

Peiiiiiiigutan Retribusi tidak dapat dialilikaa kepada piliak kelign/ diborongknn.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Pernbayaran Retribusi Daerah dilnlaikan di Kas Daerah atau ditenipot lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditenlulcan dengan menggunakan SKRD, SKRD
secara Jabatan dan SKRD tainbahan;

(2) Dal < un Irai pcinbuyurun dilakukan di lempiit lain yang ditunjuk maka basil
perneriksaxui Retribusi Daerah harus diaetor ke Kas Daerah selambal-
liunbalnya ! x 2-1 jam alau dalam waktu vane ditetapkan dengan Kepntusan
Bupati.

Pasal 18

(1) Pembayanui Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas; ,
(2) Bupati atau Pejabal yang ditunjuk dapat memberikan lzin kepada Wajib

Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kuruu waktu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
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(3) Tala warn perjibayaran lU-iribuai uebagiiimuna diuinkr.sd aval (2) pnsal iai
diietapknn dengiut Keputusan Bupati.

l» asal 19

(1) Peinbayaran Retribusi sebacaimaim dimaksud dalarn pasal 17 aval ( 1 ) Peralitrsiii
Daenih ini dibedkun uiuvla butui pembuyuran; ,

(2) Sdiap penibayunui dicuiul dulaiiiEuku Ponc'rimanu;
(3 j lir-ntuk, iai, LA . alii a:. , uriinan buku randa bukf .i pembayarun dan buku

penermittiu* l'Mi ilui.u Lcbayiuinany dituakuud ayul, (1) clan (2) pastil ini
diieUljdmu dtuigun KepiilUL'ai: Dupali

BAB IX

TATA (’Alt A PENACPHAN RETR IB US I

Pasal 20

(1 ) Pem’clufu'iiii fili al tcguinii^nningalan/yiant lain yang eejeuis sebagai awal
luulakiin pvdak.amunu (u*n:iu.ilvaii Rvlribud diiculuailuiu Aduri'U seudah 7 (tujuli )

had strjak jaluli kunpo peuihuyui ;ai;
(2) Datum jaiigl::; waklu 7 ’lujuli) had uvloiitls tnnggul Sural

Toyiirtia'Pi'i'iTig.alaii'ljurai Inin yang uejenif?.. Wnjib RuinInna lituus nudunasi
Relribusinya yang lerluiiang;

(3) Surat teguran sebagui niana diiuukaud ayal (1) pasal ini , dikeluurkan oleli Pejnbat
yang tlilimjnV..

P asal 21

Beiituk-bftnli'k. lbi anilir yang dipi-rgimuknn uniuk pelakaanaan penagilian Retribusi
Pur rah diteiapkan dengrui t-Irpulumii Bupati.

It Alt X

SANKSI AD MINISTR ASI

Pak:il 22

Dalam hal wajib Reldlnisi tidak uicmbayar tepat vvalau auiu karting, dikenakan
sankpi administrusi bernpa bunga sebesar 2 % (dim pers-eu) seiiap bulaa dari
bostimya Relribusi vany. lemntana yang lidak atau kurang bayar dan dilagili deiican
uionggunakan Sunil Ttigihan Relnbusi Daerali

BAB XI

MAS A R ETRIBUSID AN S AAT RE TRIPUS I IE RUT AN G

Pasal 23

Masa Rvlribnai adalal, jungka uulcrti yang lauuinya ditelapkan oh’h Bupati sebagai
dasnr untnk meneiapkau beanmyn Relribusi yang terliuraug.
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.Pusul 2-1
Saal Relribusi Terluuang itilululi pada dilerbitkannya SKRD ainii dokumeu lain
yang dipersamakan.

BAB XII

. TAT.I i
':ARA PRNYHLESAIAN KEBE'RXTAN

Pa s al 25

(1) VVajib Relribusi dapal meugajukun permolioaan kebcrukui alas SKRD dan
STRD;

(2) Pennohouan keberuhm sebaguimana dimaksud ayal (1) pasal ini, Iranis
disaiupaikan socuru ierlulis kepada Bnpati atau Pejabut yang ditunjuk dalam
jangkawaklu poling lama 6 (ennrn) bulan sejak tanggnJ SKPJD dan .STRD;

(3) Pengajuan keberaian iidalc menunda pembayaran;
(4) Pennohonan Ueber«uuu sebugaimaua dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini,

liarus dijavvab oleli Bupati atnii Pejr.bnt yang ditunjuk dalurn jangka wakfu
paling lama 6 (enam ) bulan sejak langgai surat pennohonan keberatun diterimn.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
RELJEB GIAN PEMBAY ARAN B.ETRIBUSI

Pasal 26

(1) VVajib Rcli*ibusi hams mengajukan pennohonan secara tertulis kepacla Bupati
untuk poiiiiluiignn pengembalian kelebihan pembnynrnn Relribusi;

( 2 ) Pennohonan sebngnimana dimaksud avnr (H pasal ini alas kelebihan
pernbayaran Relrilm.si duput diperhiturigkan terlebih daliulu cleugfiii uaug
Relribusi yang lelaJi ilibayarkan;

(3 ) Alas pennohonan sebagaimana dirnaksud ayat (2 ) pasal ini, yang berhak alas
kelebihan peinbayiuau iersebut dapat diperhilnngknn deiigiui pembuyanui
Relribusi selanjufuya.

Pasal 27

(1 ) Dalam lull kelebihan pembaynran Retribusi yang tersisa dilakuknn perhilungan
sebagairnnna dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB
yang paling lanibai 2 ( dua ) bulan sejak diterimanya permohortan pengembalian
kelebihan pembayuran Relribusi;

(2 ) Kelebihan pembayaran Relribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasaJ ini
dikeinbalikau kepiula vvajib Relribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak
dilerbiikmiya SKRDLB;

( 3) Pengembalian kelebilinu pembayaran Relribusi dilakuknn setelah lewat walctu 2
( dua) bulan sejak dilerbitkanya SKRDLB clan Bupati memberikan imbalan
bunga 2% sebulmi alas kelerlambntan pembayaran kelebihan Reti'ibusi.

Pasal 28

(1) Pengembalian seinuyaiinana dimaksud pasal 23 Peratui'an Daerah ini dilakukan
dengan rnenerbitkan Sural Perintah Membayni'Kelebihan Reti'ibusi (SPMKR);

(2 ) Alas perhilungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) pasal iiii diterbitkan
bukli pemindnkbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.
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UAL' XIV

TATA CAR A PKiUUimJLAN, TlifiCO RAKGA.N, KRTKTAPAN,
PENG HAUL’S AN ATATJ l’KNGU.RANG AN SANKS1

A.i:MIN J.STR.AS I DAN PR MBATALAN

Pass.129

(1 ) Bupati daprit memberikan pengurangoigkeringanaii dan psmbebnsan Retribusi;
( 2 ) 'rain earn pembensm pengurangau. keringauan duu pembebasan Retribusi

sebagaiinana ayat ( l ) nasal ini diletapkan dengan Keputunan
Bupati.

Pasi l 30

( .1 ) Wajib Relribuvi d.u ::il lik- ngnjuhnn perniobo.asn pombnlalart !?KRD dan STRD
yang (lainin peuorbitnmiyu terdapui ketsalnhan tiilir?. kesnlnlian hitting dan atau
hekeliruan dalani peuerapiui Peiaturuu Daerali tenUiug Reiribusi Daerah;

(2) Wajib Retribusi dapat. mengnjukun permolionan pengnrangan atau
pe-nghapusra'i sii 'din ndminislvasi hempa bunga dan Icemtikan Retribusi yang
terluilang dalam iia) Saukni iwse-bnl. dikeinikon Karena kekliilalnn wajib
Reiribusi nvan bukan k*n iiu kesalalnumya;

(3) Wajib Rvirilm::! dapa I mengajul.a:i pen nohonan pengurangau atau pernbatalan
ketetapvm Reiribusi yuan tidoJ; benar;

('I ) Pmuoliotiun penibetulnr. sebagaiinana dimaksud ayat ( t ) pasal ini pengurangan
kotelapan, poiiglvap.imm tilvtu pengurangan santai AdmirJ.vtrasi sebagairnana
dimaksud apt ( ? ) pass) ini dan '.peniuatahn sebagaiinniKi dinmksud ayat (3)
pasal ini hvans disavnpaikun secant tertuiis oleli wajib .Retribusi kepada 'Bupati
atau pejabnt yang dilunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKRD dan STRD dengiu. memberiknn alason yang jelas dan
nv*ynkinkan uiiriik mondukung permohonnn;

(3) KvputusKn vitas pt-nnohonau sebaguittiana dijr.aksuri ayat (2) pasal ini
diheiunrkait ok !. Bupati aiau Pejubat yang dituujuk paling lama 3 (tiga) bulan
sejak penuohouun Jit .rirnn,

(fit Anabihi snd:.'li k:vv.;l 3 (tiga) 1* U!:JJ: sebagaiiuanu dimaksud ayat ( ].), (2) dan
•aval (5) pasal ini Bupati atau Pejubat yang cliiimjuk lidak memberikan
Kopulujau, maka perruoliouan pciubolukm, ponguraiigan ketetapun,
penghapusau ;.;rm pengurangau sunIna /-‘ldiniitistrasi dan pernbatalan dianggup.
dikabnllcan.

DAB XV

KADALTJWARSA

Pasal ot

(1) Penagihan Reiribusi, kadaluwnrsa setelah melampa.ui jungka waktu 3 (tiga) • '

taJiun terhitung sejak saar terhutangnya Retribusi kecuali apabilawajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidune Retribusi;,

(2) Kudaluwursu petmgilnm Retribusi sebagaiinana dimaksud ayat (1 ) pasal ini
lertangguh upabita :
a. Dilerbitkan Sural Teguran;
b. Ada pene.akurm ntang Reiribusi dari Wajib Retribusi baiic langsung ntaupun

tidak lungsung.
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DAI) XVI

TATA CA1IA PKNGVTAPUSAN UliTMBUSI YANG KADALUWAKSA

Pasiul 32

(1) Piutaug Retribusi yang tidak mungkin dilagiit lagi kareita Irak untuk- inelakukan
pcnngihan sudah kadaluwarsa dihapus;

( 2) Bupn.ti meueiapknn, Keputusnn psnghapuean Piutung Retribusi Daerah yang
sudah kndnluwarsn sebngnimnna dimnkaud ayat (1) pasal iui.

BAH XVII

PENGA WASAN

Pasal 33

Pengawasan pelaksannaa Peraluran Daerah irii dilalcukau oleh Bupati atau Pejabat
yang dihunjuk.

BAB XVIII

OTENTUAN PID ANA

Paial 3-1
(1) Barnng siapa yang melanggar keientunn yang dintur dahun Peraturan Daerah ini.

diancam Pidana kurungan paling Inina 6 (emim) bulan alau clcnila eebanyuk '1
( empal) kali jumlah Retribusi yang lerhufang;

(2) Tindak Pidana selmunimaua dimaksud pada ayat (1) pasal ini, udalali
Peliuiggaran.

BAB XIX

P E N Y I 1) IK A N

Pasal 35

(1) Pejabat Pegnwni NAceri Sipil teitentu di lingkungan Pemerinfah Kabupateri -
diberi vvewennng klmsus sebagai Ponyidik untuk melukukan Penyidikan Tindak
Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalain Undung-
uttdang Iiukum Acnra Pidana yang berlaku;

(2) Wcwetinng Penyidik sebngaimana dimaksud patlaayal (1) pasal ini adalali :
a. Menerima, mencrui, rnengumpulkau dun rnoneliti keterangan atau laporan

berkenaon dengun Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangnn atau laporan terselnit menjndi lebih lenglcnp dan jelas;

b. Mencari, nietieliii dun moiiguuipulknn keleiangan inengonai orang pribadi
atau badaji tcntr.ni; kebenarnn perbualari yang dilakukan schubungiui
dengari Tindak Pidana Retribusi Daerah;

c. Memiutu kelerangnn clan bnJian bukti daii orang pribadi atau badan
sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerali;

d. Mcmeriksa buku-buku, calalan-calatan dan dokurnen-dokunten lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retl'ibusi D{tenth;
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e. Melakukan pcMiggeiedalian uriluk mendapntkan bahan bulcti pembuleuan,

pencnfalnn clan dokumen-dokumen lain, serin melakukan penyitaan
lerhadnp Italian bulcti tersebut;

f. Memiilla bar.tuan lenaga alili dalcun rnnglca pelaksamnui tugas penyidikan
liudak pidana di bidang Relribusi Daerali;

e. Menyuruli berhenti clan alau melarane apseorang' meuinggalkan mancmi

alnu to input pada saat pemeriksaan sedang berlangs.ung dan nieineriksa
identitas orang dan atnu dokumen yang dibavva . sebagaimana dimulcsud
pada burnt’ e;

h. Memo tret sc-seorang yang bej'kailan dengan tindalc- pidana Retribusi
Daerali;

i . Meinanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau Salcsi;

j. Menglieiilikiui Penyidikan;
k. Melakukan lindakan lain yang perlu unluk kelancaran penyidikan tindalc

pidana c!i bi clang Reiribusi Daerali menunit hukurn yang dapat
d i pertnnggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimalesud pada ayat (1) memberi tali u lean dimulainya
penyidikan dan menyampaikan Irasi I penyidikannya kepada Penuntut Umum.
melakukan Penyidik Pejabai Polisi Negai'a Republik Indonesia sesuai dengan
keleiituan yang dialur
Tentarig Hukurn Aearn Pidana yang berloku.

dalam Ui'iclang-undang Nombr 8 Taliun 1981

BAB XX

KETENTUAN PE RAL1HAN

Pasal 36

Semtia orang pribudi/bndan liuieiiin yang telah mendapat Izin Usaha Peuggilingan

Pacli, Hiiller, Penyosohan Padi dan Alai Mesin Pertanian sebelurn berlakunya

Perahiran Daerali mi , se1anibat-1anibcitnya 2 (dua) btilan lerliitung lriulai
beiinkunyn Peruiiirur.- Daerali ini vvajib disesuaikan dengan Peniniran Daerali ini.

DAB XXI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerali ini, malea aegala ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Daerali ini diuyaiakan tidak berlaku lagi.

!
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